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The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 

has brought significant legal reforms regarding the 

recognition of children born outside of marriage. Previously, 

such children were legally affiliated only with their mothers, 

as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 

of 1974 on Marriage. Through this ruling, the Court affirmed 

that children born out of wedlock who can be proven to have 

a biological relationship with their father are also entitled to 

legal civil recognition, including inheritance rights. This 

study aims to examine the legal implications of the decision 

on inheritance rights of children born out of wedlock and its 

practical implementation within the Indonesian legal system. 

Using a normative juridical approach, the research analyzes 

secondary data through literature reviews of statutory 

regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. 

The findings indicate that although the Constitutional 

Court’s ruling provides greater justice for out-of-wedlock 

children to claim inheritance rights, its implementation faces 

obstacles, particularly in proving biological relationships 

and reconciling with religious norms. Therefore, legal 

harmonization and a comprehensive understanding by law 

enforcement officials are needed to ensure the equitable and 

just fulfillment of the rights of children born out of wedlock. 
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PENDAHULUAN 

Hukum waris adalah suatu bidang 

dalam hukum yang secara khusus mengatur 

mekanisme pengalihan kepemilikan atas 

harta peninggalan seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada para pihak yang 

secara hukum berhak menerimanya, yakni 

para ahli waris (Dika Ratu Maru’atun, et al, 

2024). Harta yang diwariskan tersebut dapat 

berupa aset berwujud maupun tidak 

berwujud, seperti barang-barang yang 

memiliki nilai ekonomi serta kewajiban 

seperti utang yang belum terselesaikan oleh 

pewaris. Proses pewarisan ini dapat 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan maupun melalui wasiat yang sah 

secara hukum. Seluruh pembagian dan 

pengalihan hak atas harta warisan tersebut 

dilakukan dengan mengacu pada ketentuan 

yang telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang 

memberikan pedoman tentang siapa saja 

yang berhak mewarisi serta bagian masing-

masing ahli waris. Dengan demikian, hukum 

waris berfungsi sebagai landasan hukum 

untuk memastikan bahwa proses distribusi 

harta peninggalan berjalan secara adil, tertib, 

dan sesuai dengan norma hukum yang 

berlaku (Dika Ratu Maru’atun, et al, 2024). 

Anak yang lahir dari seorang 

perempuan yang tidak berada dalam 

hubungan perkawinan yang sah secara 

hukum dengan pria yang menghamilinya, 

dalam konteks hukum, dikategorikan sebagai 

anak luar kawin (Susanto, Puspitasari, & 

Marwa, 2021).Istilah ini merujuk pada anak 

yang dilahirkan di luar lembaga perkawinan 

yang diakui oleh negara dan tidak memiliki 

dasar legal formal atas hubungan pernikahan 

antara kedua orang tuanya. Dengan kata lain, 

anak tersebut merupakan hasil dari hubungan 

biologis antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang tidak terikat dalam suatu 

ikatan pernikahan yang diatur dan disahkan 

oleh hukum yang berlaku. Status ini memiliki 

implikasi hukum tertentu, terutama terkait 

dengan hak-hak keperdataan anak tersebut, 

seperti hak waris dan pengakuan hukum dari 

ayah biologisnya, yang pengaturannya diatur 

secara khusus dalam perundang-undangan. 

Seiring dengan perkembangan 

hukum di Indonesia, terjadi perubahan 

signifikan dalam pandangan terhadap status 

hukum anak yang lahir di luar ikatan 

perkawinan yang sah. Perubahan ini ditandai 

dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 

tanggal 17 Februari 2012. Putusan tersebut 

merevisi pemahaman sebelumnya yang 

menyatakan bahwa anak luar kawin hanya 
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memiliki hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Melalui putusan ini, 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa 

anak luar kawin juga memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya, 

sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah 

dan/atau melalui alat bukti lain yang sah 

menurut hokum (Molana, 2024). 

Meski demikian, implementasi 

putusan ini dalam praktik masih menghadapi 

tantangan. Proses pembuktian hubungan 

biologis sering kali tidak mudah, baik dari 

segi teknis (misalnya uji DNA) maupun dari 

sisi hukum (pengajuan gugatan atau 

permohonan ke pengadilan). Selain itu, 

masih terdapat resistensi dari sebagian 

masyarakat dan aparat penegak hukum yang 

masih berpegang pada konsep hukum waris 

tradisional, terutama yang berlandaskan 

hukum Islam dan hukum adat, di mana status 

anak luar nikah sering kali tidak mendapat 

pengakuan sebagai ahli waris sah. 

Ketidakseimbangan ini timbul karena 

belum adanya regulasi teknis yang 

menyeluruh dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga membuka celah bagi 

munculnya beragam interpretasi. Hal ini 

terutama terlihat dalam sistem hukum waris 

Islam yang masih mempertahankan 

pandangan bahwa anak di luar nikah tidak 

termasuk dalam golongan ahli waris. 

Akibatnya, anak luar kawin masih rawan 

kehilangan hak-haknya, terutama dalam hal 

pewarisan, meskipun Mahkamah Konstitusi 

telah berupaya memperkuat kedudukan 

hukum mereka melalui putusannya. Situasi 

ini menciptakan tantangan besar dalam 

praktik hukum, karena anak luar kawin 

seringkali berada dalam posisi yang lemah—

baik dari sisi sosial maupun hukum. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis yang 

komprehensif untuk mengevaluasi sejauh 

mana ketidakadilan ini terjadi serta 

merumuskan langkah-langkah hukum yang 

dapat menjamin hak waris anak luar kawin 

secara adil dan setara. Penelitian ini menjadi 

penting sebagai upaya mendorong 

pembaruan hukum yang lebih adaptif 

terhadap prinsip keadilan dan penghormatan 

atas hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.  

METODE 

Jenis pendekatan penelitian yang 

akan digunakan dalam penyusunan karya 

ilmiah ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan ini termasuk dalam 

jenis penelitian hukum yang bersifat teoritis 

dan konseptual, di mana analisis dilakukan 

berdasarkan norma-norma hukum yang 

tertuang dalam peraturan perundang-

undangan maupun dokumen hukum lainnya. 

Penelitian yuridis normatif berfokus pada 
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studi terhadap bahan-bahan hukum yang 

bersifat sekunder, tanpa melakukan observasi 

langsung terhadap peristiwa hukum di 

lapangan. Pendekatan yuridis normatif 

dipilih karena memungkinkan penulis untuk 

mengkaji norma hukum serta preseden 

yurisprudensi secara sistematis tanpa 

melibatkan observasi lapangan. 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif normatif, 

yaitu suatu metode analisis yang dilakukan 

dengan menelaah bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, maupun tersier yang telah 

dikumpulkan. Data yang berupa peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, 

literatur hukum, serta dokumen hukum 

lainnya dianalisis melalui penafsiran hukum 

(interpretasi) dan penalaran yuridis secara 

sistematis. Analisis ini bersifat deskriptif-

analitis, di mana peneliti mendeskripsikan 

norma-norma hukum yang berlaku kemudian 

mengkajinya secara mendalam untuk 

menemukan jawaban atas permasalahan 

hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini, 

penelitian diharapkan dapat memberikan 

argumentasi hukum yang logis, terstruktur, 

dan sesuai dengan kaidah keilmuan hukum 

tanpa perlu melakukan observasi langsung di 

lapangan. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini 

mengandalkan data yang diperoleh melalui 

kajian kepustakaan. Data tersebut mencakup 

tiga jenis bahan hukum, yaitu: (1) bahan 

hukum primer, seperti Undang-Undang, 

peraturan pemerintah, dan putusan 

pengadilan; (2) bahan hukum sekunder, 

berupa literatur atau tulisan ilmiah dari para 

ahli hukum yang memberikan penjelasan dan 

interpretasi terhadap bahan hukum primer; 

serta (3) bahan hukum tersier, yakni bahan 

pendukung seperti kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, dan indeks yang 

membantu peneliti dalam menelusuri bahan 

hukum lainnya (Fransisca et al., 2024) 

PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam 

Hukum Positif Indonesia 

Saat ini, banyak perempuan 

menyuarakan keresahan mereka terhadap 

ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan, 

menuntut kesetaraan dan posisi yang lebih 

baik bagi diri mereka serta generasi penerus. 

Di tengah perkembangan inovasi dan 

harapan, upaya untuk mencapai 

kesejahteraan menjadi sesuatu yang wajar. 

Namun, muncul pertanyaan: bagaimana 

nasib anak yang lahir dari hubungan tanpa 

ikatan pernikahan yang sah? Anak 

merupakan generasi penerus bangsa, 

memiliki potensi dan peran penting dalam 
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kelangsungan hidup negara di masa depan. 

Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan 

kesempatan yang sama untuk berkembang 

secara fisik, mental, sosial, dan moral. 

Mereka tidak hanya menjadi harapan bagi 

orang tua, tetapi juga aset berharga dalam 

pembangunan bangsa dan negara. Dalam 

konteks perkembangan hukum di Indonesia, 

perhatian terhadap hak-hak anak menjadi 

aspek krusial. Meskipun telah ada upaya 

untuk meningkatkan standar moral 

masyarakat, masih banyak kasus yang belum 

terselesaikan atau hanya ditangani sebagian. 

Hal ini menunjukkan perlunya komitmen 

yang lebih kuat dari semua pihak untuk 

memastikan perlindungan dan kesejahteraan 

anak-anak, terutama mereka yang lahir di 

luar ikatan pernikahan yang sah (Adam, 

Hukum, & Tarumanagara, 2024).  

Sebagai negara hukum, Indonesia 

menjunjung tinggi prinsip perlindungan 

hukum yang berlandaskan pada Pancasila 

dan konsep negara hukum. Prinsip ini 

menekankan pentingnya pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak-hak setiap 

individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa "Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum", serta Pasal 28D ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum" (Khusnah, 

2020). 

Dalam sistem hukum Indonesia, anak 

yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah, 

termasuk dari hubungan di mana salah satu 

pihak telah memiliki pasangan, sebelumnya 

dikategorikan sebagai anak luar kawin atau 

anak sumbang. Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

anak-anak ini tidak memiliki hubungan 

hukum dengan ayah biologisnya dan tidak 

dapat diakui secara hukum oleh orang tuanya. 

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 

anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

memiliki hubungan hukum dengan ibu dan 

keluarga ibunya. Ketentuan ini kemudian 

diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yang 

menghasilkan Putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010 (Khusnah, 2020). Putusan tersebut 

menyatakan bahwa anak luar kawin dapat 

memiliki hubungan hukum dengan ayah 

biologisnya jika dapat dibuktikan secara 

ilmiah dan hukum, seperti melalui tes DNA. 

Dalam konteks hukum perdata, setiap anak 

memiliki hak-hak yang melekat, termasuk 

hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan 

warisan. Pasal 280 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat 
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memiliki hubungan hukum dengan ayah 

biologisnya jika ada pengakuan terhadapnya. 

Dengan demikian, anak tersebut berhak atas 

warisan dan pemeliharaan dari ayah 

biologisnya, serupa dengan anak yang sah 

(Khusnah, 2020). 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak juga 

menegaskan hak-hak anak, termasuk hak atas 

pemeliharaan, perawatan, pelayanan, 

kesejahteraan, asuhan, dan bimbingan dari 

kedua orang tuanya. Pasal 8 undang-undang 

tersebut menekankan bahwa anak berhak 

memperoleh pelayanan dan kesejahteraan 

hidup tanpa memandang jenis kelamin, 

agama, atau status sosialnya. Secara 

keseluruhan, hukum positif di Indonesia 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk 

hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan, asalkan hubungan hukum 

dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

2. Perubahanl  Pemahamanl  terhadapl  

BWl  Pascal  Putusanl  MK 

l  l  l  l  Sebeluml  Putusanl  Mahkamahl  

Konstitusil  (MK)l  Nomorl  46/PUU-

VIII/2010,l  Pasall  43l  ayatl  (1)l  Undang-

Undangl  Nomorl  1l  Tahunl  1974l  tentangl  

Perkawinanl  menyatakanl  bahwal  anakl  

yangl  dilahirkanl  dil  luarl  perkawinanl  

hanyal  memilikil  hubunganl  perdatal  

denganl  ibunyal  danl  keluargal  ibunya.l  

Ketentuanl  inil  jugal  sejalanl  denganl  

pandanganl  dalaml  hukuml  Islam,l  dil  

manal  anakl  yangl  lahirl  dil  luarl  nikahl  

hanyal  memilikil  hubunganl  nasabl  denganl  

ibunya.l  Namun,l  permasalahanl  muncull  

ketikal  suatul  perkawinanl  telahl  

dilangsungkanl  secaral  sahl  menurutl  

hukuml  agama,l  tetapil  beluml  dicatatkanl  

secaral  resmil  olehl  negara.l  Dalaml  kasusl  

sepertil  ini,l  anakl  yangl  lahirl  daril  

perkawinanl  tersebutl  dianggapl  sebagail  

anakl  luarl  kawinl  menurutl  hukuml  

positif,l  meskipunl  secaral  agamal  

perkawinanl  tersebutl  sah.l  Hall  inil  

menimbulkanl  ketidakadilan,l  karenal  anakl  

tersebutl  tidakl  mendapatkanl  pengakuanl  

hukuml  yangl  setara,l  terutamal  dalaml  

hall  hak-hakl  perdatal  sepertil  warisanl  

danl  pengakuanl  ayahl  biologisl  (Molana,l  

2024). 

Putusanl  MKl  Nomorl  46/PUU-

VIII/2010l  membawal  perubahanl  

signifikanl  denganl  menyatakanl  bahwal  

anakl  yangl  dilahirkanl  dil  luarl  

perkawinanl  memilikil  hubunganl  perdatal  

tidakl  hanyal  denganl  ibunyal  danl  

keluargal  ibunya,l  tetapil  jugal  denganl  

ayahl  biologisnya,l  sepanjangl  dapatl  
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dibuktikanl  berdasarkanl  ilmul  

pengetahuanl  danl  teknologil  dan/ataul  alatl  

buktil  lainl  menurutl  hukum.l  Denganl  

demikian,l  anakl  tersebutl  berhakl  atasl  

pengakuan,l  nafkah,l  danl  warisanl  daril  

ayahl  biologisnya,l  asalkanl  hubunganl  

biologisl  tersebutl  dapatl  dibuktikanl  

secaral  hukum.l  Perubahanl  inil  

mencerminkanl  upayal  untukl  

menyelaraskanl  antaral  hukuml  agamal  

danl  hukuml  negara,l  sertal  memberikanl  

perlindunganl  hukuml  yangl  lebihl  adill  

bagil  anak-anakl  yangl  lahirl  daril  

perkawinanl  yangl  sahl  secaral  agamal  

tetapil  beluml  dicatatkanl  secaral  resmil  

olehl  negara.l  Denganl  demikian,l  anak-

anakl  tersebutl  tidakl  lagil  mengalamil  

diskriminasil  dalaml  hall  hak-hakl  perdatal  

mereka. 

3. Isil  danl  Pertimbanganl  Hukuml  

dalaml  Putusanl  MKl  No.l  46/PUU-

VIII/2010 

Menurutl  (Fransiscal  etl  al.,l  2024)l  

sebeluml  keluarnyal  Putusanl  Mahkamahl  

Konstitusil  (MK)l  Nomorl  46/PUU-

VIII/2010,l  ketentuanl  dalaml  Pasall  43l  

ayatl  (1)l  Undang-Undangl  Nomorl  1l  

Tahunl  1974l  tentangl  Perkawinanl  

menyatakanl  bahwal  anakl  yangl  lahirl  dil  

luarl  ikatanl  pernikahanl  hanyal  memilikil  

hubunganl  hukuml  perdatal  denganl  

ibunyal  danl  keluargal  ibunya.l  Akibatnya,l  

anakl  luarl  kawinl  tidakl  memilikil  

hubunganl  hukuml  denganl  ayahl  

biologisnya,l  sehinggal  namal  ayahl  tidakl  

dicantumkanl  dalaml  dokumenl  resmil  

sepertil  Kartul  Keluargal  danl  Aktal  

Kelahiran,l  yangl  menyulitkanl  pengurusanl  

hak-hakl  sipill  anakl  tersebut.l  Namun,l  

Putusanl  MKl  Nomorl  46/PUU-VIII/2010l  

membawal  perubahanl  signifikan.l  MKl  

menyatakanl  bahwal  Pasall  43l  ayatl  (1)l  

UUl  Perkawinanl  bertentanganl  denganl  

UUDl  1945l  danl  tidakl  memilikil  

kekuatanl  hukuml  mengikatl  secaral  

keseluruhan.l  MKl  menafsirkanl  bahwal  

anakl  yangl  dilahirkanl  dil  luarl  

perkawinanl  memilikil  hubunganl  perdatal  

denganl  ibunyal  danl  keluargal  ibunyal  

sertal  denganl  laki-lakil  sebagail  ayahnyal  

yangl  dapatl  dibuktikanl  berdasarkanl  ilmul  

pengetahuanl  danl  teknologil  dan/ataul  alatl  

buktil  lainl  menurutl  hukuml  yangl  

memilikil  hubunganl  darah,l  termasukl  

hubunganl  perdatal  denganl  keluargal  

ayahnya.l  Denganl  demikian,l  anakl  luarl  

kawinl  dapatl  memilikil  hubunganl  perdatal  

denganl  ayahl  biologisnyal  jikal  dapatl  

dibuktikanl  melaluil  teknologil  ilmiah,l  

sepertil  tesl  DNA.l  Hall  inil  berdampakl  

padal  hakl  waris,l  termasukl  hakl  atasl  

tanah,l  yangl  sebelumnyal  tidakl  dimilikil  
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olehl  anakl  luarl  kawin.l  Kini,l  merekal  

berhakl  memperolehl  warisanl  daril  ayahl  

biologisnya,l  memberikanl  pengakuanl  

hukuml  yangl  lebihl  adil.l  Namun,l  dalaml  

perspektifl  hukuml  Islam,l  anakl  luarl  

nikahl  tidakl  dapatl  salingl  mewarisil  

antaral  anakl  danl  ayahnyal  ataul  keluargal  

ayahnya.l  Anakl  luarl  nikahl  hanyal  

mewarisil  daril  ibunyal  danl  keluargal  

ibunya,l  karenal  nasabl  antaral  anakl  danl  

ayahnyal  dianggapl  terputus.l  Secaral  

keseluruhan,l  Putusanl  MKl  Nomorl  

46/PUU-VIII/2010l  merupakanl  perubahanl  

signifikanl  dalaml  hukuml  warisl  yangl  

memperluasl  hak-hakl  anakl  luarl  kawin,l  

memberikanl  merekal  pengakuanl  yangl  

lebihl  adill  danl  setaral  dalaml  hall  

warisanl  daril  ayahl  mereka. 

Putusanl  Mahkamahl  Konstitusil  

Nomorl  46/PUU-VIII/2010l  menandail  

terobosanl  pentingl  dalaml  perlindunganl  

hukuml  terhadapl  anakl  yangl  lahirl  dil  

luarl  ikatanl  perkawinan.l  Melaluil  

putusanl  ini,l  MKl  memperluasl  

pengakuanl  terhadapl  hubunganl  

keperdataanl  antaral  anakl  luarl  kawinl  

denganl  ayahl  biologisnya,l  asalkanl  dapatl  

dibuktikanl  secaral  ilmiahl  (misalnyal  

melaluil  tesl  DNA)l  dan/ataul  berdasarkanl  

teknologil  informasi.l  Putusanl  inil  tidakl  

hanyal  memperkuatl  prinsipl  keadilanl  

dalaml  hukuml  keluargal  nasional,l  tetapil  

jugal  menegaskanl  bahwal  perlindunganl  

terhadapl  hak-hakl  anakl  tidakl  bolehl  

dibatasil  semata-matal  olehl  statusl  

pernikahanl  orangl  tuanyal  (Setyawan,l  

2024).l  Putusanl  inil  memilikil  implikasil  

signifikanl  dalaml  berbagail  aspekl  hukuml  

perdata,l  antaral  lainl  warisan,l  statusl  

hukuml  anak,l  hakl  nafkah,l  danl  hakl  atasl  

identitas.l  Meskil  begitu,l  penerapanl  

putusanl  inil  dil  masyarakatl  masihl  

menghadapil  kendala,l  termasukl  

perbedaanl  pandanganl  normatifl  danl  

budayal  yangl  masihl  kuatl  mengenail  

legitimasil  anak.l  Perbedaanl  pandanganl  

dil  kalanganl  hakiml  MKl  jugal  tercerminl  

dalaml  adanyal  dissentingl  opinionl  ataul  

pendapatl  berbeda,l  yangl  mencerminkanl  

kompleksitasl  moral,l  agama,l  danl  sosiall  

yangl  menyertail  isul  ini. 

4. Praktikl  dil  Pengadilanl  Negeril  danl  

Pengadilanl  Agama 

l  l  l  l  Putusanl  Mahkamahl  Konstitusil  

(MK)l  Nomorl  46/PUU-VIII/2010l  

membawal  perubahanl  besarl  dalaml  

tatananl  hukuml  kewarisanl  dil  Indonesia,l  

terutamal  berkaitanl  denganl  hakl  warisl  

anakl  yangl  lahirl  dil  luarl  nikahl  ataul  

dikenall  sebagail  anakl  luarl  kawin.l  

Sebelumnya,l  dalaml  sisteml  hukuml  

Indonesia,l  anakl  luarl  kawinl  seringl  kalil  
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diabaikanl  haknyal  untukl  mewarisil  hartal  

orangl  tual  biologisl  mereka,l  meskipunl  

terdapatl  ikatanl  darahl  yangl  sahl  antaral  

keduanya.l  Hall  inil  terjadil  karenal  anakl  

luarl  kawinl  tidakl  diakuil  sebagail  ahlil  

warisl  yangl  sahl  dalaml  berbagail  sisteml  

hukuml  yangl  berlaku,l  khususnyal  dalaml  

hukuml  Islaml  yangl  cukupl  konservatifl  

dalaml  hall  ini.l  Namun,l  putusanl  MKl  

tersebutl  mengubahl  pandanganl  tersebutl  

denganl  memberikanl  pengakuanl  hakl  

warisl  kepadal  anakl  luarl  kawin,l  yangl  

padal  gilirannyal  memberikanl  dampakl  

yangl  signifikanl  dalaml  praktikl  

peradilan,l  baikl  dil  Pengadilanl  Negeril  

maupunl  Pengadilanl  Agama.l  Sebeluml  

keputusanl  MKl  tersebut,l  pandanganl  

hukuml  dil  Indonesial  secaral  umuml  

tidakl  mengakuil  anakl  luarl  kawinl  

sebagail  ahlil  warisl  yangl  sahl  daril  orangl  

tual  biologisl  mereka.l  Dalaml  hukuml  

Islaml  yangl  mengaturl  masalahl  

kewarisan,l  anakl  luarl  kawinl  (termasukl  

anakl  yangl  lahirl  daril  hubunganl  

perzinahan)l  dianggapl  tidakl  sahl  sebagail  

anak.l  Olehl  karenal  itu,l  merekal  tidakl  

diberikanl  hakl  untukl  mewarisil  hartal  

daril  orangl  tual  mereka,l  baikl  daril  pihakl  

ibul  maupunl  pihakl  ayahl  (Lestaril  etl  al.,l  

2023). 

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi menempatkan perlindungan 

terhadap hak anak sebagai prioritas utama 

dalam hukum nasional. Putusan tersebut 

tidak hanya menegaskan pentingnya bukti 

ilmiah seperti tes DNA dalam menentukan 

status nasab, tetapi juga merefleksikan 

semangat perlindungan hak asasi manusia 

yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, 

Putusan MK dapat dilihat sebagai langkah 

progresif untuk menyesuaikan hukum waris 

dengan perkembangan sosial dan nilai 

keadilan. 

Namun,l  Putusanl  MKl  Nomorl  

46/PUU-VIII/2010l  mengubahl  hall  

tersebutl  secaral  mendalam.l  Mahkamahl  

Konstitusil  memutuskanl  bahwal  anakl  

yangl  lahirl  dil  luarl  nikahl  tetapl  berhakl  

atasl  warisanl  orangl  tual  mereka,l  denganl  

catatanl  adanyal  buktil  yangl  sahl  yangl  

mengonfirmasil  hubunganl  darahl  antaral  

anakl  danl  orangl  tual  biologisnya.l  Bukti-

buktil  inil  bisal  berupal  tesl  DNAl  ataul  

dokumenl  sahl  lainnyal  yangl  dapatl  

memastikanl  statusl  nasabl  anakl  tersebut.l  

Denganl  keputusanl  ini,l  MKl  menegaskanl  

bahwal  hak-hakl  dasarl  anak,l  termasukl  

hakl  untukl  mengetahuil  asall  usull  

merekal  danl  hakl  untukl  mewarisil  hartal  

orangl  tua,l  harusl  dihormatil  danl  

dilindungil  olehl  negara.l  Secaral  lebihl  
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luas,l  keputusanl  inil  mencerminkanl  

semangatl  keadilanl  sosiall  denganl  

memberikanl  kesempatanl  yangl  samal  

kepadal  semual  anak,l  tanpal  memandangl  

statusl  pernikahanl  orangl  tual  mereka. 

Pengadilanl  Agamal  merupakanl  

lembagal  yangl  berwenangl  dalaml  

menanganil  perkaral  yangl  berkaitanl  

denganl  hukuml  keluarga,l  termasukl  

masalahl  kewarisanl  dalaml  perspektifl  

hukuml  Islaml  (Biologisl  etl  al,l  2024). 

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa 

posisi Pengadilan Agama sangat strategis 

dalam menentukan implementasi putusan 

MK di tingkat praktis. Namun, adanya 

perbedaan interpretasi di antara hakim 

menunjukkan bahwa harmonisasi antara 

hukum Islam dan hukum positif masih 

menjadi tantangan besar. Dengan kata lain, 

peran Pengadilan Agama tidak hanya sekadar 

menegakkan hukum, tetapi juga 

menjembatani nilai-nilai agama dan prinsip 

keadilan konstitusional. 

Dalaml  konteksl  hukuml  Islaml  yangl  

berlakul  sebelumnya,l  anakl  luarl  kawinl  

dianggapl  tidakl  sahl  sehinggal  tidakl  

diakuil  dalaml  kewarisanl  hartal  orangl  

tua.l  Namun,l  setelahl  Putusanl  MK,l  

Pengadilanl  Agamal  mulail  menghadapil  

tantanganl  dalaml  menyesuaikanl  praktikl  

hukumnyal  denganl  keputusanl  tersebut.l  

Sebagianl  hakiml  dil  Pengadilanl  Agama,l  

terutamal  yangl  terikatl  padal  interpretasil  

hukuml  Islaml  yangl  ketat,l  merasal  

kesulitanl  untukl  menerimal  keputusanl  

MKl  tersebut.l  Namun,l  secaral  perlahan,l  

keputusanl  MKl  inil  mulail  diterimal  olehl  

sebagianl  besarl  hakiml  dil  Pengadilanl  

Agama,l  terutamal  yangl  menyadaril  

pentingnyal  perlindunganl  hak-hakl  anakl  

sebagail  bagianl  daril  hakl  asasil  manusia.l  

Misalnya,l  beberapal  Pengadilanl  Agamal  

dil  daerahl  Sumateral  Utara,l  sepertil  

Pengadilanl  Agamal  Lubukl  Pakam,l  

Binjai,l  danl  Tebingl  Tinggi,l  

menunjukkanl  responsl  yangl  beragaml  

terhadapl  perubahanl  ini.l  Beberapal  

hakiml  melihatl  Putusanl  MKl  sebagail  

langkahl  majul  dalaml  memberikanl  

perlindunganl  kepadal  anakl  luarl  kawin,l  

sementaral  yangl  lainnyal  lebihl  berhati-

hatil  dalaml  menerapkannya,l  mengingatl  

bahwal  hukuml  Islaml  yangl  lebihl  

konservatifl  masihl  memegangl  pengaruhl  

kuatl  dalaml  pengambilanl  keputusan.l  

Namun,l  dalaml  perkembangannya,l  

semakinl  banyakl  hakiml  yangl  mulail  

menerimal  bahwal  hakl  untukl  mewarisil  

adalahl  hakl  dasarl  setiapl  anak,l  termasukl  

anakl  luarl  kawin,l  yangl  harusl  dilindungil  

olehl  negaral  (Biologisl  etl  al,l  2024).l  
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Dalaml  hall  ini,l  pengadilanl  agamal  

mulail  beradaptasil  denganl  mengakuil  hakl  

warisl  anakl  luarl  kawin,l  meskipunl  hall  

inil  tetapl  memerlukanl  bukti-buktil  yangl  

sahl  danl  kuatl  sebagail  dasarl  keputusanl  

mereka. 

Selainl  Pengadilanl  Agama,l  

Pengadilanl  Negeril  jugal  menghadapil  

tantanganl  besarl  dalaml  

mengimplementasikanl  Putusanl  MKl  

Nomorl  46/PUU-VIII/2010,l  khususnyal  

dalaml  hall  kewarisanl  yangl  melibatkanl  

anakl  luarl  kawin.l  Sebeluml  adanyal  

putusanl  tersebut,l  anakl  luarl  kawinl  tidakl  

diakuil  sebagail  ahlil  warisl  dalaml  sisteml  

hukuml  positifl  Indonesia.l  Denganl  

adanyal  putusanl  MK,l  Pengadilanl  Negeril  

kinil  harusl  merujukl  padal  putusanl  

tersebutl  danl  memberikanl  hakl  warisl  

kepadal  anakl  luarl  kawin,l  bahkanl  jikal  

orangl  tual  merekal  tidakl  menikahl  secaral  

sahl  menurutl  hukuml  negara.l  Salahl  satul  

tantanganl  terbesarl  yangl  dihadapil  olehl  

Pengadilanl  Negeril  adalahl  masalahl  

administrasil  danl  pembuktianl  statusl  

nasabl  anakl  luarl  kawin.l  Banyakl  kasusl  

dil  manal  hubunganl  antaral  anakl  danl  

ayahl  biologisnyal  tidakl  tercatatl  secaral  

resmil  dil  negara,l  sehinggal  pengadilanl  

memerlukanl  buktil  yangl  kuatl  untukl  

membuktikanl  hubunganl  tersebut.l  Tesl  

DNAl  menjadil  salahl  satul  alatl  buktil  

yangl  palingl  efektifl  untukl  memastikanl  

hubunganl  darahl  tersebut.l  Selainl  itu,l  

pengadilanl  jugal  harusl  berhati-hatil  agarl  

keputusanl  merekal  tidakl  bertentanganl  

denganl  ketentuanl  hukuml  agamal  yangl  

mengaturl  masalahl  kewarisanl  (Ratul  etl  

al,l  2024). 

Fatwal  Majelisl  Ulamal  Indonesial  

(MUI)l  jugal  memainkanl  peranl  pentingl  

dalaml  memberikanl  panduanl  bagil  hakim-

hakiml  yangl  menerapkanl  hukuml  Islaml  

terkaitl  denganl  hakl  warisl  anakl  luarl  

kawin.l  Padal  tahunl  2012,l  MUIl  

mengeluarkanl  Fatwal  Nomorl  11l  Tahunl  

2012l  yangl  mengaturl  kedudukanl  anakl  

hasill  perzinahanl  (anakl  zina).l  Dalaml  

fatwal  ini,l  MUIl  menyatakanl  bahwal  

anakl  hasill  perzinahanl  tetapl  harusl  

dihargail  sebagail  manusial  yangl  

memilikil  hak-hakl  dasar.l  Meskipunl  

demikian,l  anakl  tersebutl  tidakl  dapatl  

mewarisil  hartal  daril  ayahl  biologisnya,l  

kecualil  jikal  hubunganl  nasabl  tersebutl  

dapatl  dibuktikanl  melaluil  ilmul  

pengetahuanl  ataul  teknologi,l  sepertil  tesl  

DNAl  (Iskandar,l  Ibn,l  Bogor,l  &l  

Pengadilan,l  2018).l   

Fatwa tersebut memperlihatkan 

adanya perbedaan pendekatan antara otoritas 
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keagamaan dan Mahkamah Konstitusi. Jika 

MK lebih menekankan pada aspek hak asasi 

manusia, maka MUI masih menitikberatkan 

pada norma moral dan perlindungan sosial. 

Ketegangan ini berimplikasi pada praktik 

peradilan, karena hakim seringkali 

dihadapkan pada dilema antara mengikuti 

norma agama yang konservatif atau 

menerapkan putusan konstitusi yang 

progresif. 

KESIMPULAN 

Putusanl  Mahkamahl  Konstitusil  

Nomorl  46/PUU-VIII/2010l  memberikanl  

perubahanl  pentingl  terhadapl  statusl  

hukuml  anakl  yangl  dilahirkanl  dil  luarl  

perkawinan,l  khususnyal  terkaitl  

pengakuanl  hubunganl  keperdataanl  

denganl  ayahl  biologisl  danl  hakl  waris.l  

Sebeluml  adanyal  putusanl  ini,l  anakl  luarl  

kawinl  hanyal  dianggapl  memilikil  

hubunganl  hukuml  denganl  ibul  danl  

keluargal  daril  pihakl  ibu,l  sebagaimanal  

diaturl  dalaml  Pasall  43l  ayatl  (1)l  UUl  

Perkawinan.l  Akanl  tetapi,l  setelahl  

putusanl  tersebut,l  anakl  luarl  kawinl  yangl  

mampul  membuktikanl  adanyal  hubunganl  

darahl  denganl  ayahl  biologisnyal  kinil  

jugal  diakuil  memilikil  hubunganl  

keperdataanl  dengannya,l  termasukl  dalaml  

urusanl  waris.l  Perubahanl  inil  

mencerminkanl  adanyal  pengakuanl  

terhadapl  prinsipl  keadilanl  danl  hakl  asasil  

anakl  dalaml  sisteml  hukuml  Indonesia.l  

Meskipunl  demikian,l  penerapannyal  dil  

tingkatl  praktikl  masihl  menghadapil  

tantangan,l  terutamal  karenal  perbedaanl  

pendekatanl  danl  interpretasil  dil  lembagal  

peradilan,l  yangl  kerapl  

mempertimbangkanl  normal  agamal  danl  

prinsipl  kehati-hatianl  dalaml  prosesl  

pembuktian.l  Secaral  keseluruhan,l  

putusanl  inil  memperluasl  perlindunganl  

hukuml  bagil  anakl  luarl  kawin,l  namunl  

implementasinyal  memerlukanl  kerjal  

samal  lintasl  lembagal  sertal  penyesuaianl  

regulasil  agarl  dapatl  berjalanl  efektifl  danl  

konsisten. 
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